
   
 

 

 

 

BUPATI JOMBANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI JOMBANG 

NOMOR  10  TAHUN 2023 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG 
TAHUN 2024-2026 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JOMBANG, 

Menimbang :  a. bahwa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-
Undang, dimana Pemilihan Umum Kepala Daerah 

dilaksanakan serentak secara nasional pada Tahun 2024; 

   b. bahwa agar pembangunan di Kabupaten Jombang dapat 

berjalan dengan baik perlu menyusun dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai pedoman untuk 
menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah 

periode tahun 2024-2026 sebagai pedoman bagi Penjabat 
Bupati untuk menyelenggarakan pemerintahan dan 

pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 

   c. bahwa umtuk melaksanakan ketentuan sebagaimana 

dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah 

Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026; 

Mengingat :     1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan 

Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 
Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan 

Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

 

SALINAN 
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara 

Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6547); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengenadalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4817); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6041); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1312); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 7/E); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 1/E); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 

2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Jombang Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Jombang Tahun 2020 Nomor 10/E, Tambahan Lembaran 
Daerah Tahun 2020 Nomor 10/E); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 

DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024-2026 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Jombang. 

3. Bupati adalah Bupati Jombang. 
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4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 

unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah; 
5. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, yang 

selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan 

pembangunan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun 
terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026. 

6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan 
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, 

dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.  
7. Pembangunan daerah adalah upaya yang dilaksanakan 

oleh semua komponen Daerah dalam rangka mencapai 

tujuan bernegara.  
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan 
pembangunan daerah Kabupaten Jombang untuk periode 1 

(satu) tahun.  
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang untuk periode 
5 (lima) tahun.  

10. Tujuan adalah gambaran mengenai kondisi yang ingin 
dicapai dalam pembangunan 

11. Sasaran pembangunan daerah adalah hasil yang 
diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara 
terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat 

dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke 
depan. 

12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-
program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.  

13. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh 
Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.  

14. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau 

lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah 
untuk mencapai tujuan dan sasaran.  

15. Kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan 
sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk 

peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari 
beberapa atau kesemua jenis sumberdaya, sebagai 
masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output), 

dalam bentuk barang dan jasa. 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2      

(1) RPD dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan 

Renstra PD, RKPD, Rencana Kerja PD, dan Perencanaan 
Penganggaran. 
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(2) Tujuan ditetapkannya RPD adalah sebagai arah 

perencanaan pembangunan daerah yang holistik, tematik, 
dan terintegratif dengan menjabarkan tujuan dan sasaran 

ke dalam program pembangunan daerah sekaligus sebagai 
acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan 
daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang 

berkesinambungan. 
 

 
BAB III 

SISTEMATIKA 

Pasal 3  

(1) RPD disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:  

BAB I 
BAB II 

BAB III 
BAB IV 

 
BAB V 
BAB VI 

 
BAB VII 

 
BAB VIII 

 
BAB IX 

: 
: 

: 
: 

 
: 
: 

 
: 

 
: 

 
: 

PENDAHULUAN 
GAMBARAN UMUM 

GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH 
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU 

STRATEGIS DAERAH 
TUJUAN DAN SASARAN 
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN 

PROGRAM PRIORITAS 
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN 

DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH 
KINERJA PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 
PENUTUP 

(2) Isi dan uraian RPD sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang  merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.    

 

BAB IV 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 4 

(1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang tugas pokok dan 

fungsinya bertanggungjawab dalam bidang perencanaan 
pembangunan daerah melakukan pengendalian dan 

evaluasi pelaksanaan RPD. 

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan dalam hal: 
a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya 

ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan 

kondisi eksisting; 
b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya 

kesenjangan yang signifikan antara target dan 
pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan; dan 

c. Perubahan RPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan 
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal 
terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan 

luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi. 

(3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Bupati dapat menyempurnakan RPD. 
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BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan  Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

Pengundangan  Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang. 

 
     Ditetapkan di Jombang 

     Pada tanggal  31 Maret 2023 

     BUPATI JOMBANG, 
 

                  ttd 
 

                                                                          MUNDJIDAH WAHAB 
Diundangkan di Jombang 

pada tanggal  31 Maret 2023     

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG, 

 
        ttd 

 
 

AGUS PURNOMO 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023 NOMOR  10/E 
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